PERATURAN WALI KOTA MEDAN
HOMCHE: 20 TAHUN 2018

TENTANG
KSANA TERNIS SEKOLAH DASAR

PRMBENTUKAN LINTT PELA
NEGER] PADA DHNAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL KOTA MELDAN,

uitiik  melalesanakan ketenruan Panal o
Medan Nomor S8 Tahun 20|
ertang Rinclan Tugas dan Fungsi Dinas Pendndiker
Kaotn Medan, porid membentuk Perniurn Wali kot
centang Prmbentukan Unit Pelaknana Teknis Selolak
Casar Neperi Pacn Dinad Pendidikan Kota Medan

Menimbang - bahwa
Pernturan Wali kota

Mengingnl © 1 Pasal 14 ayat {6) Lindang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesi Tahun 1943,

2 Undang Untlang Nomor 8 Ot Tahun 1956 tonTang
Pembeniukan Daeyah Qronom Kota-Kota  Heoar
(meral  Propingl  Surhatierns

Dalam  Lingsungan
Utara  (Lembaran  Negara Republik  [ndonesis
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembarnn

Nogara Republik Indonesin Nomor 1092),

3, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 rentang
iglam  Pendidikan Nasional (Lembaran  Nagar
Republik  Indonesia fihun 2003 Nomor 78

Tambahan Lemburan Negara Republik Indanesi
Neamar 4301

4 Undang Undang Ngmor 25 Tahun J00% teniaig
Peliy i Publile  [Lembaran  Negara Rapublik
fidoneaiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan
; o Negien Republik Indonesia Nomor 5038]

g Undang  Nomer 5 Tahun 2014  rtontang
w.#n Megarn [Lembaran Negard Repubilik

ahun 2014 Nomor 6, Tambahay
Negaen Republik ndonesia Nomer 545041
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23 Taliun 2074 [EnTeng
Lembaran Negarn Republik
indonesia  Tahun ani4 Nomor 244, Tambahan
Lumbarsn Negarn Repubiik Indonesia Nemor 5587
sebagairana telah diubb betnrapa kali :ml:n]

dengan - Undang-Undang Nornat O Tahum 2015
teritang Perubshan Kedua Atas Undang:Undang
Namior 23 Twhun 2074 Tentang Pamorintahan
Daeral  [Lembaran Negars Republik [ndonesis
Takun 2015 Nomer 585, Tambahan Lembaras

Negara Pepublil |ndanenin Nomor SETI

6 Undang-Unding Nomol
pemnrintahan Daersh |

Namar 30 Tahun 2014 tentasy

7. Undang-Undang |
Adminigcrasi  Pemerintahan (Lembaran  Neguis
2014 Nemor 192

Republik  Indonesta Tahun .
farnbahan Lembaran Negard Republik Indoness

Nomot 3601];

8, Peraturan Pemenntah [Namor 22 Tahun [97F
tentang  Perluasan Daerah ya Medan
jLembaran Negara Republik Indonesia Tahur 19 -
Naomor 28, Tambahan Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Nomoer 3005];

9  Peraturan Pemerintah Nomor S0 Tahun 1991

tepiang Pembentukan Kecamatan Berastag Car

Mardinding 01 Wilavah Kabupaten Paerab

Tingkat [ Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huis

Bayu Raja Dan Ujung Fadang Di  Wilaysh

Kabupatsn Daerah Tingkat [ Simalungun

Wecamatann Parbuluan [n Wilayah Kabupater

Daerah Tingkat [1 Dami Dan Kecamatan Medarn

Petisah, Medan Tembung. Medan Helvetin, Medan

Prjonia. Medan Maimun, Medan Selayang, Medan

Amplas Dar Medan Area Di Wilayah Kotamadis

Daerah Tingkat || Medan Dalam Wilayah Propins

Daeral Tngkat | Sumatera LUtara [Lem b

Negara Bepublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 677,

10, Peraturan  Pemeritahy Nomor 35 Tahun 1842
tentng Pembentiukan 18  (Delapan Belas
Keeamamn DI Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerat Tingkat || Simalungun, Dairi; Tapanuli

Selaan, Karo, Japanull Utara, Tapanuli Tengan

Nigs, Langkat dan Wilayah Ketamadya Daersl

“Tingkat 1 Medan dalam Wilayah Propinsi Daersl

‘| Sumaters Utara (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 1992 Nomor 65},
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11 Pevaturan  Petmtimgall Nower 19 Tahun 2008
et Stnndar  Nasiooi) Prrdhdikan (Lembarss
Nemarn Repulilik Indonesin Tahun 2005 Nemar 41
Tambahnn Lembnran Negara Republile Indanssis
Nemor 4496). selmgalmane telih divbah dengan
Pernturan  Pemeriitali Nomar 13 Tahun 2055
rerrang  Perubmbnn Kedua Atias Peratursr
Pemerniah Nomer 10 Tahun 2005 tentang Standar
Namional Pendidikan  (Lembaran Negara Republik
indonesia  Taliun 2015 Nomor 45 Tambahar
e baran Negara Ropublik Indonesin Nomor el

12 Perstursn Pemerntih  Nomor 47 Tahun 20U
entang Wajit Belmar (Lembaran Negara Repuhlik
indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahar
Lembaran Megara Republik ndonesia Nomor 4867

13 Peraturan  Pemerintah  Neomor 48 Tajun 20US
tentang Pendanaan pendidiltan (Lembaran Negais
Republilc  Indonesia  Tahun 2008 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoness
Momor 4864),

14, Preraruran  Pemenntah  Nemer 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolahan  dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Nepgara  Republlk  Indonesia  Nomer 5108
sebagaimana  telalh divbah dengan Peraniren
Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2010 tenlang
Parubahan Atas Peraturan Pemerinuh Nomor 7
Tahun 2010  rentang  Pengelolahan den
Penvelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer ©I12.
Tumbahun Lémbaran Nepara Republik Indonesia

Neamaor 313570,

L5 Peraturan Mentert Pendidilkan dan  Kebudatas:
Nomar 19 Tahun 2007 entang Standar Pengelotann
Fendidiltan Oleh Satuan Pendidikan UDasar dan

Menengah,

16, Perseuran Menten Dalam  Negeri Nomor (<
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan

Kinsifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksani
Tekpis Daerah (Berita Negara Republik Indonasia
Tahun 2017 Nome 451); |
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157 Peraturan Duerali KOt Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Peranghal
Dakrih lota Medan (Lembaran Dasrah Kota Metan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lemiaran

Daerah Kota Medan Nomor 5

|5 Peraturan Wali Kota Medan Nomer | ‘Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susinan Organisasi, Tugns
Dan Fungsi, Dan Tata Kerga Peranglat Diaeran
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Namar 1)
sehagatmans telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 rentang
Berubnhan Atas Peraturan Wali  Rata Medar
Nomer 1 Tahun 2017 tentang Kad e u ke
Susunan Organisasl. Tugas Dan Fungsi, Dan Tam
Kerja Perangkal Dacrah (Berita Daerah Kate Miedan
Tahun 2017 Nomer 30}

10, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
\entang  Ringlan  Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kota Medar: [Berita Daerah Kots Medsn

Tahun 2017 Nomor 38,

MEMUTLSKAN:

Menetapkan @ PERATURAN WALl KOTA TENTANG PEMBENTURAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Wali Kota inl vang dimaksud dengan:
| Daersh adalah Kota Medan.

2 Pemerintahan Daersh adalah  penyeleaggaraan  UTUSAT
pemerintaban oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menural asas stonomi dan tugas pembantian
derigan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimans dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indenesia
Tahun 1948 '

nwuh adalah  Wali Kota sebagai unsus
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5  Dinas adalah Dinias Pendidikan kota Medsn
6. Kepala Dinas adalah kepala Dinzs Pandidilean Homa Medan.
T Sekretaris adalah Selaetans Dinas Pendidikan Kota Medan

8. Sekolah Dasar Neger: yang selanjumya disingkat SD Neger
adalah satuan pandidilan formal tngkat dasar

6. Kepala Sekolah Dasar Negerl adalah guru yang diberi tuges
tambahan sebugai kepaly sekolah,

10. Unit Pelakgana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalar
UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan

EBAR 1
PEMBENTUKAN, REDUDUKAN, TUGAS, FUNGS] DAN
SUSTINAN ORGANISAS]

Bagman Kesatu
Pembentulman

Pasal 2

(1| Wali Kota membentuk UPT Selwlah Dasar Neged di linghkungan
[inas

(2| UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam
lampiran | yang mierupakan bagian vang tidak terpisahkan dan
peraturan wall kota in

Bagman Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf |
Kedudukan

Pagal 2

(1] BPT Sekolah Dasar MNegeri merupakan UPT yang berada
lingkungan Llinas.

UFT Sekolan Dasar Negerl sebagaimana dimaksud pada ayat ||

n oleh seorang pejabar fungsional guru yang diben tugas
lr.‘hﬁ:i Kepila UPT yang berkedudukan di bawah dan

i _'l'ml.'bi kepida Kepala Dinas melalui Sekretans.
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Paragral 4
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Megeri mempunyal [ugas mmyﬁlmnlﬂn
proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan linghup
pendidikan  sekolah  dasar berdasarkan peraturan  perundany:

undangan

Dalam menvelenggarakan fugas sebagaimana dimaksud dalar

Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai [ungs: :

a menvelengearakan kegatan pendidikan;

b, membina kesiswaan;

¢ melaksanakan bimbingan dan penilaian bagl gUry dan fensEs
kependidikan lamnnva,

d. menvelenggarakan admministras: sekolah;

e, merencanakan pangembangan, pendavagunaan, dan
pemeliharaan sarana prasarana,

f melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, OFaig tus
dan,/masyarakat;

g melaksanakan rekrutmen  siswa berdasarkan persiuran

perundang-undangan, dan
h melaksanakan tugas-tugaslain vang diverikan oleh kepala dings

Bagian Ketga
Susunan Organisasi

Patal &

(1) Struktur Organisasi UFT Sekolah Dasar Neger terdiri atas
a Kepala UPT Sekolah Dasar Negen.
b, Kepals Tase Usaha:
¢ Kepala Perpustakaan;
d Welompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional laumya
dan
&. Pelaksana

[2) Bagan sirulctur organisasi UPT Sekolah Dasar Neger
ﬂhﬂ,ﬁﬂ.ﬂﬂaﬂﬂ dimaksud ;T',Illﬂi el (1] tercantum dalam lampras

Pagal T

A Lsalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 v [
i m&wa pejabat fungsional guru dan/atas
diberi tugas tambahan untul

ngsi ab Tala
w dan mﬁh}“’“ fgae
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= |

{2) Pengangkatan kepala (ata usnha dilaksanakan oleh kepals dinas
berdasarkan usulan dan Kepali UPT berdasarkan peratursn

perundang-undangan
Pasal B

(1} Jabatan kepala perpustaicaan  sebagaimanas dimnicsud  dakem
Pasal 6 ayat (1) hurufl e. direalisasikan pengislan jabatannyi
berdasarkan kebutuhan il dan  perpustakaanfiya telak
memenuhi standar serta sesupl dengan oeratilran perunidang

undangan,

(4} Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1, dipympin et
seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabal
fungsional lamnya vang diben tUgAs tambahan untuk
melaksanakan tugas, fungs dan langgung jawab miengrios
perpustalman, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT

(3) Tugas, fungsi dan tangeunglawab sebagaimana pada avar (2
ditetapkan oleh kepaln UPT berdasarkan peraturan perundansg

undangan.

(4] Pengangkatar kepala perpustakian dilaksanakan oleh hepas
Dinas berdasarkan usulan dar  Kepala UPT berdasarkar

peraturan perundang-undangan

BAB NI
URALAN TUGAS

Bagian kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Hegen adlalah
s, metericanikan program dan kegiaman pembelajaran Sekolan
Dasar Negeri dengan mempedoman fenéana umum koth, rencann
strutegis,  Kurikulum dun  rencapn kera  Dinas  untus
terlaksananyi Sinergitas perencanaan;
b, menyusun bahan  lebijakan teknis operasional, staran
operasional prosedur, standar kompetens  jobatan, anaiss
jabatan, analisis’ beban kerj, evaluisi jabatan, dan s@ndi
lainfya lingkup Sekolah Dasar Negeni untuk ditetaphkan [ebid
lamjur oleh Kepala iy sehingga terselengaranva akuvius dan
tugas sscarn optimal, .
membag tugas, pembmbnngan. penilatan, penghargad.
peniegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawal ASN (rewwril and
rish dalam rangka untuk kelancaran TUgss Selcalah [sel
eri berdasarkan atas peraturan perundang-undangar,
vist le dalam misi target muty,

dian

A e B
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{, menganalisis wntangan, peluany, kekuatin, dan elemalar
sekolah,

g melaksanakan analims dan keputusan anggaran aekolah sera
Keputusan penting lainnys depgan melibatkan guru, lomie
sekolah berdnsarkan peraturan perundang-undatigan,

h. melaksanakan komunikas secarn prosktl dan persuasil rntee
menciptakan dulingan intenaif dar orang tua pesaria didik das
mERsyaraka,

i menjaga dan meningkatkan motivasi kern pendidik dan enegs
kependidikan  dengan  menggunokan  Sistem pemnberinm
penghargaan atus prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan
dan kode etik.

}menciptakan lingkungan pembelnjaran YEOg efekul bagi peseTa
didik;

k. melaksanakan tugss dan tanggung jawab atas pPerERCANERE
partisipatil mengenai pelaksanaan kunkulam,

| melaksanakan dan merumuskan program SUpervisi, SErs
memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan  laners
sekolah;

m. melaksanakan penvusunan dan memutuskan tata tertb proses
belajar mengmar dengan  melibatkan  pihak terkait  untik
memingkatkan  mutu pendidikan berdasarkan peEratcrEn
perundang-undanian;

n  merdasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanas
vigl pembelajuran vang dikomunikasikan dengan baik  der
didukung oleh komunizas sekolah,

o, membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekoish
dan program pembelgjaran vang kondusii bagi proses belajar
peserta didik dan pertumbuban profesional para guru dan reneuga
kependicikan dengan memben teladan dan menjaga nama balk
lembaga dan profest,

p. melzksanakan manajemen organisas) dan pergoperasian sumber
daya sekaolah untuk menciptakan linghungan belajar yvang a7
sehat, efisien dan efekul,

q menjalin kerja same dengan orang tua peserta didik den
masyarakat, dan komite sekolah menanggapl kepentingan dan
kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber
daya masyarikat,

r. melaporkan Hasi pelalisanaan tugas kepada kepala dinas; dan

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bg,g'_i'an Kedua
Kepals Tata Usaha

Pasal 10

Hepals Tats Usahe adalah |
in bahan penyusunan  program day Hegimonn
_Wh Dasar Negerl dengan mempedomar
M kota, rencana strategis, kurkulum, dag reooans
it b AE I ST TR A AT
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b, menyiapkan bahan Kebiakan (ekons gperasional,  sundua
operasional prosedur, standar kompetonsi jabatan, analisis
iabmtan, analigis bebhn keda, evaluasi jabatan, dan standar
lainnya lingkup Sekoiah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebin
lanfut oleh Kepala Dinas s=hingea, terselenggaranya aletivitas dar
tugas secara optimal,

¢ membag tugas, pembimbingan: penilaian, penghargaan, dar
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (rewarsl ane
punishment] lingkup Tata Usaha dalam rangha untuk kelarcaran
tugne Sekolah Dazar Negen berdasarkan atas peraiuran
porundang-undangan;

d. melakulkan pengoordinasian dan penyéliaan urusan pembukusn
verifikasi, penghilungan anggaran, dan pertangglingiawaban
anggaran Sekolah Dasar Negen;

e melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegEsver @
lingkungan Sekolah Dzsar Negeri:

f. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan Urdsan pembaver=ti
belanja pegawsi, belania barang, belanja modal. dan pembayrrer
lainnya;

g melakukan pengelolaan data dan informas) pegawat,

h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetens: pendidil dan teraga
kependidikan:

|, melakukan %enga sama di bidang pengembangan  dan
pemberdayaan pendidik dan 1enaga kependidikan:

{. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakasan, den
leearsipan)

. melakulan urusan publikasi dan dokamentasy

I melakiikan penyusunan rencana  kebutuhan, —pengadasd
penerimaan, inventarisasi, penyimpanan. penghapusan dan

distribusian barang milik dasrah,

m. melakiikan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanan,
vetertiban, lkebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah
Dasar Negeri,

r. melakllian pengaturar penggunaan sarana dan prasarana,

o melakeanakan hubunpan kerja sama dengan orang tla pesers

didik dan masyarakat,

. melasporkan hasil pelaksanaan tugas kepadn Kepala Sekolah

Dasar Negeri) dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh

Kepala UPT

o Baman Ketgs
iKelompok Jabiatan Fungsional Gury Dan fungsional lainmya

Pazqi 1]

Kelampok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsiond

1an fungsional guru dan fungsional lamnsa
stir  kegiatan vang ditentukan didaias
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b melaporkan hasil peluksanasn Luges kepada Kepala UFT, dan
¢ melaksanakan tugus lain yang dibertkan aleh Kepala UFT

Bagian Reempat
Pelaksana
Pasal 12

UPT dapat ditemrpatian jabstian Pelalksans
anallsis jabatan dan analiste
peraturan peruniant

(1) D1 lingrungan
berdnsarkan kebutithan dan hasi
beban keria dan stzua) dengan ketentuan
undangan;

[2) Jabatan pélaksana mempunyal Tigas melaksanakan NURNS tekns
operasional yang menjadi tugas dan tanggusngiawabnya selaky
jabatan pelaitsana sesual dengan uraian rugas dari hasil analisis
jabatan dan analims Dbeban kerja berdasarkan PEFATUTRT

perundang-undang=n,

(3) Pada: UPT dapat diangkat Bendahara Pembaniu aau Benndahas
Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkas

Peraturan Perundang-undangan

BaB IV
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pélayanan pendidikan
farmal maka Kepala Dinas mengevaluas: dan/atat menstapkan
standar pelayanan, standar operasional prosedur, RKotek
pengaduan, SertA SeCATH berkala melaksanakan survel Kepussan
Masvarskat (SKM| pada Sekolah Dasar Negeri  berdasarkan

“peratiran perundang-undangan

melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan
koordinssi, integrasi dan  sinkronisasi  UTTUK
nEEAranya  proses belgjar mengajar dan palavanan
ari berdasarkan peraturan perundang-undangan

JPT wajib mengawas) :bﬂ“‘ah-ﬂ.mi}'ﬂ dan bila tenad
Angan agar mengambil Janghkah-langkah vany diperihommn
i paraturan perundang-undangan
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: ] i peraturan perulidang
(5] Kepala UPT wajil mengihun dan mematu

undangan dan bertanggung jawab kepada K!\'pﬂi Dinas dar

menyinpkan laporan berkala tepat padn waktunye

(6] Setiap laporan vang ditenma oleh Kepala UPT darl bawahanave
waith diolah dan dipergunakan sebagal Sakan unnik peryUsuUnEn
laporan lebib lanjut dan bahan untuk memberikan perurjuk
kepada bawahannya

(7| Kepala UPT dalam penvampalan laporan kepada Kepals Dinas
tembusan laporan wojib disampaikan kepads satuan oTEanisas
lain vang secara fungsional mempunyal RubBUNEan kerjs.

(8] Dalam rtangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepaln UFF
memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengacakan
rapat berkals,

BAB \'
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlalu sejak tanggal diundangkan

Agar sedap orang dspat  mengetahumya, mMemerinianLuan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penemparann:s
dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 20138

WAL KOTA MEDAN,
real
REULMI ELDIN &
\Diundangkan di Medan
ada tarigeal 14 Februarn 2018

MRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

4 KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20

T—
KU -ﬁmﬁmm
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